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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu 

mendapatkan perlindungan hukum karena sejatinya mereka adalah 

warga negara Indonesia yang diakui oleh undang undang sebagai warga 

negara Indonesia, dan negara harus hadir dalam penegakan hukum, 

jaminan hukum, dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas.  

2.  Upaya P2TP2A dan kendala yang dialami P2TP2A: 

A. P2TP2A kabupaten Malang telah memberikan layanan advokasi 

korban sebagai tindak lanjut dari layanan cegah kekerasan. Pada 

tahapan layanan advokasi korban ada dua jalur dalam layanan 

advokasi korban yang ditangani, pertama jalur litigasi (hukum), 

dan yang kedua adalah jalur non litigasi (non hukum). 

B. P2TP2A Kabupaten Malang memberikan pelayanan advokasi 

korban apabila korban menempuh jalur hukum: medico legal 

(visum, dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual 

selama proses hukum, dan rumah aman atau shelter bagi yang 

membutuhkan.  



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

69 
 

C. Pasca trauma, P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dan 

reintegrasi.  

D. Kendala yang dialami P2TP2A adalah belum ada kepekaan 

masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian atau kejahatan 

yang menimpa penyandang disabilitas.  

 

4.2 Saran 

Penyandang Disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu 

diberikan perlindungan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas 

dalam memperoleh bantuan hukum yang belum sepenuhnya diakomodir, maka 

untuk menghadapi kendala tersebut penulis memberikan saran yang meliputi: 

1. Pemerintah untuk segera mengakomodir kelanjutan dari pelatihan yang 

diselenggarakan oleh MA bekerja sama KY dan Pusat Studi Hak Asasi 

Manusia UII (PUSHAM UII) dengan dukungan Australia – Indonesia 

Partrnetship for Justice (AIPJ) dengan tema “Pemenuhan Hak Atas 

Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, yang 

diselenggarakan pada tanggal 14 – 17 April 2014, terkait kebutuhan 

penyandang difabel untuk mengakses dan memperoleh prosedur 

peradilan yang transparan adalah : 1). Assessmen, 2). Pendampingan, 

3).Penerjemah, 4). Lingkungan peradilan yang aksesibel, 5). 

Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus, 6). Pemeriksaan yang 

lebih fleksibel, 7). Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan 

memahami difabel, 8). Bantuan hukum. 
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2. Pemerintah tingkat daerah di Malang segera mewujudkan secara 

konkrit Pasal 79 dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas, dikarenakan Pemerintah Pusat telah menerbitkan UU No. 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

3. Kepolisian memberikan layanan khusus dengan menempatkan ahli/ 

psikolog di Kepolisian untuk penyidikan, supaya dapat 

menerjemahkan bahasa/keterangan saksi korban yang adalah 

penyandang disabilitas dengan down syndrome. 

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) dapat lebih bersemangat dalam pencegahan tindak 

kekerasan, sekaligus dalam pemberian layanan advokasi korban baik 

secara litigasi, non litigasi dalam menangani kasus yang korban dari 

tindak pidana perkosaan adalah penyandang disabilitas. 

5. Para praktisi hukum dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan 

kebutuhan korban selama proses hukum berlangsung. 
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